
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Bupati 
Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2011 Ten tang Pakaian 
Kerja Tenaga Harian Lepas Sukarela di Linglrungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu 
meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan 
Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Tenaga Harian 
Lepas Sukarela di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679) 

PROVINSI LAMPUNG 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR IC) TAHUN 2016 

TENTANG 

PAKAIAN KERJA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DILIICGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BU PAT I LAM PUNG SELATAN 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps 
Pegawai Republik Indonesia; 

7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Harl Batik 
Nasional; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan 
Operasional Satuan Palisi Pamong Praja; 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/15/46- 
149/ 1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda 
Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah; 

10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai 
dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 
Republik Indonesia Nomor: Kep. 71/MEN/2009; 

11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 
71/MEN/V /2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, 
Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan dilingkungan 
Pengawasan Ketenagakerjaan Pu sat, Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota; 

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil dilinglrungan 
Kementerian Perhubungan; 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MENHUT-11/2008 
tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi 
Kehutanan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil 
dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2010 
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 
2011 ten tang Bentuk, W arna dan Isi Lambang Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 1). 



a. Pakaian Kerja Harian (PKH) Warna Khaki; 
b. Pakaian Kerja Harian (PKH) Kemeja putih, celana/ rok hitam. atau 

gelap; 
c. Pakaian Kerja Harian (PKH) Batik; dan 
d. Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja. 

Jenis Pakaian Kerja THLS dilingk:ungan Pemerintah Daerah terdiri dari: 

Pasal 2 

BAB II 

JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KER.JA THLS 

Pasal 1 
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung 

Sela tan. 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Sekretariat/ 

Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
6. Kepala Dinas/Badan/ Sekretariat/Bagian adalah Kepala Dinas 

/Badan/Sekretariat/Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Tenaga Kerja Harian Sukarela yang selanjutnya disingkat THLS adalah 
Tenaga Kerja Harian Sukarela dilingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian kerja. 

KETENTVAlf VMl1M 

BAB I 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN KERJA TENAGA 
HARIAN LEPAS SUKARELA DILINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 



Bagian Kesatu 
Pakaian Kerja Harian warna Khaki 

Pasal 3 

(1) PKH Wama Khaki bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 

a. kemeja lengan pendek dimasukan; 
b. celana panjang sesuai warna baju; 
c. krah baju berdiri; 
d. berlidah bahu; 
e. saku atas dua; 
f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list 

wama putih dipasang di atas saku kanan; 
g. tanda Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas Papan 

Nama; 
h. nama pemerintah provinsi dipasang pada lengan sebelah kanan; 
i. nama kabupaten dipasang pada lengan kiri di atas logo "Kabupaten 

La.mpung Selatan"; 
J. logo "Kabupaten Lampung Selatan" dipasang pada lengan kiri dibawah 

nama Kabupaten; 
k. ikat pinggang polos nilon warna hitam; 
1. sepatu tutup warna hitam; dan 
m. mutz bagi THLS bahan dasar warna kuning khaki polos tanpa bisban, 

dengan lam.bang daerah dipasang disamping bagian atas sebelah kiri 
dipakai pada setiap upacara mingguan. 

(2) PKH Warna Khaki bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 
a. kemeja lengan pendek/panjang dikeluarkan; 
b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna 

sama dengan baju; 
c. krah baju berdiri; 
d. berlidah bahu; 
e. saku bawah dua; 
f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna 

putih dipasang dipakai didada sebelah kanan; 
g. tanda Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas Papan 

Nama; 
h. nama pemerintah provinsi dipasang pada lengan sebelah kanan; 
i. nama kabupaten dipasang pada lengan kiri di atas logo "Kabupaten 

Lampung Selatan"; 
J· logo "Kabupaten Lampung Selatan" dipasang pada lengan kiri dibawah 

nama Kabupaten; 
k. ikat pinggang polos nilon warna hitam; 
1. sepatu tutup berhak warna hitam; dan 

m. mutz bagi THLS bahan dasar warn.a kuning khaki polos tanpa bisban, 
dengan lambang daerah dipasang disamping bagian atas sebelah kiri 
dipakai pada setiap upacara mingguan. 

(3) Model PKH Warna Khaki bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 



Pasal 5 

(1) PKH Batik bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk 
Pria dengan kelengkapan sebagai berikut: 

a. baju batik lengan panjang dengan batik motif Lampung; 
b. krah baju berdiri; 
c. celana panjang warna gelap (hitam); 
d. papan nama dengan dasar wama hitam, huruf nama dan list wama 

putih dipasang di dada sebelah kanan; 
e. tanda Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas Papan 

Nama; dan 
f. sepatu tutup warna hitam. 

Bagian Ketiga 
Pakaian Dinas Harian Batik 

Pasal 4 

(1) PKH Warna Putih bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 

a. kemeja lengan panjang dikeluarkan; 
b. celana panjang warna gelap (hitam); 
c. krah baju berdiri; 
d. berlidah bahu; 
e. saku atas satu; 
f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list 

warna putih dipasang di atas saku kanan; 
g. tanda Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas Papan 

Narna; dan 
h. sepatu tutup warna hitam. 

(2) PKH Warna Putih bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 
a. kemeja lengan panjang dikeluarkan; 
b. rok 15 cm di bawah lutut/ rok panjang sampai dengan mata kaki wama 

gelap (hitam); 
c. krah baju berdiri; 
d. berlidah bahu; 
e. saku bawah dua; 
f. papan nama dengan dasar wama hitam, huruf nama dan list warna 

putih dipasang di dada sebelah kanan; 
g. tanda Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas Papan 

Nama; dan 
h. sepatu tutup berhak warna hitam. 

(3) Model PKH Wama Putih bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Bagian Kedua 

Pakaian Dinas W arna Putih 



(2) PKH Batik bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c untuk 
Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut: 
a. baju batik lengan panjang dengan batik motif Lampung; 
b. krah baju berdiri; 
c. rok 15 cm di bawah lutut/ rok panjang sampai dengan mata kaki warna 

gelap (hitam); 
d. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna 

putih dipasang di dada sebelah kanan; 
e. tanda Pin Menara Siger dipakai didada sebelah kanan di atas Papan 

Nama; dan 
f. sepatu tutup berhak warna hitam. 

(3) Model PKH Batik bagi THLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c 
tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Bagian Keempat 
Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja 

Pasal 6 
Pakaian Kerja bagi THLS Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf e, terdiri dari: 
a. Pakaian Kerja Harian (PKH); dan 
b. Pakaian Kerja Lapangan (PKL). 

Bagian Kelima 
PKH Polisi Pamong Praja 

Pasal 7 
(1) PKH bagi THLS Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf a untuk Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut : 
a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, krah berdiri, 

berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu 
masing-masing berkancing 1 (satu) sebelah atas dan 2 (dua) buah saku 
tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah 
dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku 
belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

c. topi mutz wama khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya tanpa 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 

d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; 
e. papan nama dikenakan 1 cm di atas sa.ku baju sebelah kanan; 
f. tulisan "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah 

kiri; 
g. lam.bang "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi 

Pamong Praja; 
h. badge "Polisi Pamong Praja" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; 
1. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
J. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm diatas badge Pemerintah 

Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju; 
k. ikat pinggang nilon wama hitam; 
1. kaos kaki berwama hitam; dan 
m. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwama hitam dan 

bertali. 



( 1) PKL bagi THLS Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf b untuk Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai 
berikut: 
a. PKL I digunakan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas 

pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Polisi 
Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pelaksanaan 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

b. PKL II digunakan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas 
penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 

c. PKL I pria dan wanita terdiri dari Baju lengan panjang berkancing warna 
khaki tua kehijaua-hijauan, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada 
bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) 
buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup rnasing-rnasing 
berkancing 1 (satu) buah; 

d. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah 
dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 
1 ( satu) buah; 

Bagian Keenam 
PKL THLS Polisi Pamong Praja 

Pasal 8 

(2) PKH bagi THLS Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a untuk Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut: 

a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, krah berdiri, 
berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu 
masing-masing berkancing 1 (satu) sebelah atas dan 2 (dual buah saku 
tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah; 

b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping 
terbuka dan panjang 15 cm dibawah lutut; 

c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya tanpa 
menggunakan emblim Polisi Pamong Praja; 

d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju; 
e. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan; 
f. tulisan "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah 

kiri; 
g. lambang "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi 

Pamong Praja; 
h. badge "Polisi Pamong Praja" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; 
i. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
J. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm diatas badge "Pemerintah 

Daerah" dan 2 cm di bawah lidah baju; 
k. ikat pinggang nilon warna hitam; 
1. kaos kaki berwama hitam; dan 
m. sepatu kulit ukuran rendah dengan sol karet rendah berwarna hitam 

dan bertali. 



g. lambang "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas tulisan Polisi 
Pamong Praja; 

h. tanda pengenal dipasang pada kantong/ saku baju sebelah kiri; 
i. badge "Polisi Pamong Praja" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; 

e. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti 
pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring kekiri dan digunakan untuk 
pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi; 

f. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju; 
g. papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan; 
h. tulisan "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah 

kiri; 
1. lam.bang "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm diatas tulisan tulisan 

polisi Pamong Praja; 
J. tanda pengenal dipakai sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah; 
k. badge "Polisi Pamong Praja" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan; 
1. tulisan "Departemen Dalam Negeri" dikenakan 1 cm diatas badge Polisi 

Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju; 
m. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 

n. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm diatas badge "Pemerintah 
Daerah" dan 2 cm dibawah lidah baju; 

o. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja; 
p. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan, digunakan untuk 

pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi; 
q. kaos kaki warna hitam; dan 
r. sepatu kulit ukuran sedang dengan sol karet sedang berwarna hitam dan 

bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beresleting samping. 

(2) PKL Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan 
sebagai berikut: 
a. PKL II untuk Pria dan Wanita Baju lengan panjang warna khaki tua 

kehijaua-hijauan, tidak bermanset dengan krah rebah, berkancing 7 
(tujuh) buah, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, 
sebelah atas dengan 2 (dua) buah salru tertutup masing-masing 
berkancing 1 (satu) buah; 

b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, 
mempunyai 2 (dua) buah salru samping terbuka dan 2 {dua) buah saku 
tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 
(dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 
berkancing 2 (dua) buah kancing; 

c. topi jenggle pet dan/helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti 
pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati; 

d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai dalam baju; 
e. papan nama dikenakan 1 cm diatas saku baju sebelah kanan; 
f. tulisan "Polisi Pamong Praja" dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah 

kiri; 



BAB III 
PENGGUNAAN PAKAIAlf KERJA 

Pasal 10 
( 1) Pakaian Kerja bagi THLS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dikenakan 

meliputi: 
a. Pakaian Kerja Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa; 
b. Pakaian Dinas Harian Kemeja putih lengan panjang, celana/ rok hi tam 

atau gelap dipakai setiap hari rabu. 
c. Setiap tanggal 17 dan/ atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, 

Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya 
menggunakan Pakaian Kerja Warna Khaki. 

d. Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Harl Linmas dan/atau 
sesuai ketentuan acara. 

e. Pakaian Warna Abu-abu dipakai pada acara hari Ulang Tahun Polisi 
Pamong Praja. 

f. Pakaian dinas harian batik/tenun/pakaian khas daerah Jengan panjang 
dipakai setiap hari kamis dan jumat. 

(2) Pakaian Kerja bagi THLS pada Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 
meliputi: 
a. ketentuan penggunaan PKL bagi anggota Polisi Pamong Praja Non PNS 

disamakan dengan pasukan anggota Polisi Pamong Praja, dengan tanpa 
menggunakan pangkat; 

b. tenaga Administrasi menyesuaikan dengan THLS pada Satuan Kerja 
Perangkat Daerah; 

J. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm diatas badge Polisi 
Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju; 

k. badge "Pemerintah Daerah" dikenakan pada lengan baju sebelah kiri; 
1. tulisan "Pemerintah Daerah" dikenakan 1 cm di atas badge "Pemerintah 

Daerah" dan 2 cm dibawah lidah baju; 
m. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk 

pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 
n. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja; 
o. kaos kaki warna hitam polos; dan 
p. sepatu lrulit ulruran tinggi dengan sol karet tinggi (sepatu Lars) berwama 

hitam dan bertali. 
(3) Model PKH dan PKL bagi THLS Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Bagian Ketujuh 
Atribut dan Kelengkapan 

Pasal 9 
( 1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada 

semua jenis pakaian kerja. 
(2) Logo "Provinsi Lampung" yang dimaksud dalam Peraturan ini dipasang 

pada lengan kanan. 
(3) Model Atribut dan Kelengkapan Pakaian Kerja bagi THLS sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peratu.ran ini. 



DERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 lfOMOR 

2016 
UPATEN LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di kalianda 
I 

pada tanggal d ~ l\J\t' 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal ~ S Mt'° 2016 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Larnpung Selatan. 

Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan. 

Pasal 13 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Larnpung 
Selat.an Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Harian Lepas Sukarela di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Larnpung Selatan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 
(1) Ketentuan pemakaian pakaian kerja bagi SKPD yang memiliki seragam 

khusus tersendiri dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan 
sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 

(2) Ketentuan pemakaian pakaian kerja bagi wanita hamil dan/ atau berjilbab 
dapat menyesuaikan, narnun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan 
yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 

(3) Ketentuan pakaian kerja THLS yang bekerja dilingkungan Satuan Palisi 
Pamong Praja dengan spesifikasi warna Khaki Tua kehijau-hijauan bahan 
Driil atau 100% Cotton, code warna EMD-1910 Satuan Polisi Pamong Praja. 

BABV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

BABIV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 11 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan atas pelaksanaan pada Peraturan ini. 



k. Sambungan Babu 
1. Saku Belakang 
m. Celana Panjang 
n. Lengan Panjang 

f. Pin Menara Siger 
g. Papan Nama 
h. NamaKab 
i. Logo Kah 
j. Nama Pem Prov 

a. Berlidab Babu 
b. Kancing Baju 
c. Ikat Pinggang 
d. SakuBaju 
e. Saku Celana Depan 

n 

j 
k 

ti 
I 

Keterangan: 

a 
f 
g 

d 

MODEL PKH WARNA KHAKI BAGI THLS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

PAKAIAN KERJA HARIAN (PKH} WARNA KHAKI 

1. PKH PRIA 

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL 2016 



Keterangan: 
a. Berlidah Bahu e. Pin Menera Siger 1. Rok 
b. NamaKab f. Papan Nama J. Lengan Panjang 
c. Logo Kab g. Kancing baju k. Krah Rebah 

d. Nam.a Pem Prov h. Saku Depan 1. Celana 

k b c 

2. PKH WANITA 



ZAINUDIN llASA1' 

j. Kerudung Warna Kuning 
Khaki 

k. Krah Rebah 
1. Lengan Panjang 
m. Celana Panjang 

e. Pin Menara Siger 
f. Papan Nam.a 
g. Kancing Baju 
h. Saku Depan 
i. Rok 

m 

k b c 

Keterangan: 
a. Berlidah Bahu 
b. Nama Kah. 
c. Logo Kah. 
d. Nama Pem Prov 

h 

a 
g 
f 
g 

3. PKH WANITA BERJILBAB 



0 0 

Keterangan: 

a. Papan Na.ma 
b. Pin menara siger 
c. saku depan 

0 0 
• 
• 
• 
• 

1. PKH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH 

MODEL PKH KEMEJA WARNA PUTIH LENGAN PANJANG, CELANA/ROK 
HITAM ATAU GELAP BAGI THLS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUlfG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL : 2016 



Keterangan: 
a. Papan Nama 
b. Pin Menara Siger 
c. Saku Depan 

2. PKH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA LENGAN PANJANG 



ZAINUDIN HASAN 

BUPATI LAMPU1fG SELA.TAK, 
Keterangan: 
a. Papan Nama 
b. Pin Menara Siger 
c. Saku Depan 
d. Kerudung berwarna hitam 

b 
a 

3. PKH WANITA BERJILBAB KEME.JA WARNA PUTIH 



A. BATIK MOTIF LAMPUNG LENGAN PANJANG 
B. PAPAN NAMA DASAR HITAM, TULISAN PUTIH DENGAN 

LIST PUTIH DISEBELAH DADA KANAN 
C. PIN MENARA SIGER 
D. CELANA PANJANG WARNA GELAP (HITAM) 

KETERANGAN GAMBAR : 

Tampak Belakang Tampak Depan 

1. Model PKH Batik bagi THLS Pria Dengan Kelengkapannya 

MODEL PKH BATIK BAGI THLS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATA.If 
NOMOR TAHUN 2016 
TANGGAL : 2016 



A. KRAH BAJU 
B. BATIK MOTIF LAMPUNG LENGAN PANJANG 
C. PIN MENARA SIGER 
D. PAPAN NAMA DASAR HITAM, TULISAN PUTIH DENGAN 

LIS PUTIH DISEBELAH DADA KANAN 
E. ROK PANJANG MINIMAL 15 cm DIBAWAH LUTUT 

KETERANGAN GAMBAR : 

Tampak Belakang Tampak Depan 

a __,,,,,. 
b---#"-· 
c-- 
d-----1 

2. Model PKH Batik bagi THLS Wanita dengan Kelengkapannya 



ZAINUDIN HASAN 

BUPATI LAMPUBG SELATAN, 

A. KRAH BAJU BERDIRI/BERJILBAB 
B. BATIK MOTIF LAMPUNG LENGAN PANJANG 
C. PIN MENARA SIGER 
D. PAPAN NAMA DASAR HITAM, TULISAN PUTIH DENGAN 

LIS PUTIH DISEBELAH DADA KANAN 
E. ROK PANJANG 

KETERANGAN GAMBAR : 

Tampak Belakang Tampak Depan 

a ----:::;m ... 
b--- ... 
c-- 
d----i 

3. Model PKH Batik bagi THLS Wanita Muslimah Dengan Kelengkapannya 



Tampak Belakang Tampak Depan 

Tali Pluit 
Ilmt Pin.gang Kecil 
Sepatu Hitam 

Papan Rama 
Badge Pol. PP 

Lencana Pol. PP 

Tulisan Depdagri 

KaosOblong 

Bagde PEMDA 

Emblim Pol. PP 

Mutz 

1. Model PKH Bagi THLS Polisi Pamong Praja Pria Dengan Kelengkapannya 

MODEL PKH DAN PKL BAGI THLS POLIS! PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR Tahun 2016 

TANGGAL 2016 



Tampak Belakang Tampak Depan 

----------111Sepatu Hitam 

all Pluit 
lkat Pingang Kecil 

Papan Nama 
Tanda Jabatan 

Lambang Pol. PP 
Tulisan Pol. PP 
Kaos Oblong 

Lencana KORPRI 

Bagde PEMDA 

Tanda Pangkat 
Tulisan Kabupaten 

Mutz 
Emblim Pol. PP 

2. Model PKH Bagi THLS Polisi Parnong Praja Wanita Dengan 
Kelengkapannya 



F. TULISAN POL. PP 
G. IKAT PINGGANG KECIL 
H. KAOS OBWNG 
I. PAPAN NAMA 
J. BADGE POL. PP 
K. SEPATU HITAM 

A. TOPI BARET 
B. EMBLIM POL. PP 
C. TULISAN KABUPATEN 
D. BADGE PEMDA 
E. LAMBANG POL. PP 

KETERANGAN GAMBAR : 

TAMPAK BELAKAllG TAMPAK DEPAN 

3. Model PKL Bagi THLS Polisi Pamong Praja Pria Dengan Kelengkapannya 



ZAINUDIN HASAN 

BUPATI LAMPUNG SELATAJI, 

F. TULISAN POL. PP 
G. IKAT PINGGANG KECIL 
H. KAOS OBLONG 
I. PAPAN NAMA 

J. BADGE POL. PP 
K. SEPATU HITAM 

KETERANGAN GAMBAR : 
A. TOPI BARET 
B. EMBLIM POL. PP 
C. TULISAN KABUPATEN 
D. BADGE PEMDA 
E. LAMBANG POL. PP 

[!] 
0 
[£] 
~ 

[JJ 
0 

----+t·I KI 
TAMPAK BELAKANG 

D 

c 

TAMPAK DEPAN 

4. Model PKL Bagi THLS Polisi Pamong Praja Wanita Dengan Kelengkapannya 



BUPA'n LAMPOWG SELA.T.All, 
Keterangan Gambar : 
A. Papan nama warna dasar 

hi tam 
B. Tulisan putih 
C. Lis putih 
D. Ukuran panjang 8 cm 
E. Lebar2 cm 

SALAH 

SALAH 

c 

E 

A BEN AR 
8cm 

D 

2. Papan Nama 

Lambang Daerah 

Mutz THLS dari samping. 

1. Mutz Tenaga Harian Lepas Sukarela 

MODEL ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA BAGI THLS DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

LAMPIRAll V : KEPUTUSAN BUPA'l'I LAMPUIIC SELATAJI 
NOMOR : TARUll 2016 
TANGGAL 2016 


